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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2024;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



10.

11.

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Perencananaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun
2023 dan Daerah Otonomi Baru;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Nomor 13;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3
(Tiga) Tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat).

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
adalah rencana keuangan tahun 2024 (dua ribu dua puluh

empat) Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah bahwa
RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan
sasaran pokok Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-
2026 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024, untuk keselarasan program dan
kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan
nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang
pembangunan.
Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai:
a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2024;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan dalam mendukung capaian target dan sasaran
pembangunan Daerah; dan

c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan

umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah (KUA)
dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)
sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2024, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas 8 (delapan) bab sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah.

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat
dalam Bab III, tidak memproyeksikan alokasi transfer

alokasi dana khusus sehingga apabila terdapat



ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD Tahun 2024
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian
pada perubahan RKPD Tahun 2024.

(5) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya

indikatif terdapat pada Bab IV.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun 2024:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024
sebagai bahan acuan pembahasan kebijakan umum
anggaran pendapatan belanja Daerah dan prioritas plafon
anggaran sementara anggaran pendapatan belanja Daerah
bersama dewan perwakilan rakyat Daerah; dan

b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam
melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran
perangkat Daerah bersama dewan perwakilan rakyat

Daerah.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator
kinerja setiap program dan kegiatan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah paling
lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan
dimaksud.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun
berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-

masing.

Pasal 6

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana



Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana
kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil

pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Juni 2023

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Juni 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam
rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya
kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik
dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya,
ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan serta politik sampai pada
perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam
pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga
kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan
Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka
waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah,
diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan
mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah
dalam rangka harus mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai
cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai
dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana
pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai
berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam. sistem
perencanaan pembangunan nasional;

2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing;

4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah;

5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan
nasional;
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6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan
berkelanjutan dengan memperhatikan pemberdayaan perempuan, anak
dan disabilitas;

7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific),
terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan
ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan
fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20
Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk pembangunan tahunan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis
nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian
pembangunan tahun 2022 serta target akhir RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-
2023, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan
pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 akan fokus pada
pencapaian target akhir Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang Dalam RPJMD
dengan fokus pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia
yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan
Tahun 2023 pada RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Selain itu, Sebagai
gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,09%, Tingkat Kemiskinan
8,66% (September), Tingkat Pengangguran Terbuka 4,51, Gini Rasio 0,365,
Indeks Pembangunan Manusia 72,24 dan PDRB Perkapita (ADHB) Rp 65,59
Juta. Selain memperhatikan capaian indikator ekonomi makro, Penyusunan
RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian
Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development
Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta
implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan
dengan Penyusunan RKPD.

Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok
sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah
penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1
(satu) tahun;
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2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan
oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai
landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan Kkinerja
pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta
pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala
perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen RKPD 2024 mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu,
persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,
Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja
perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).
Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan
dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka memenuhi indikator penilaian pada Penghargaan
Pembangunan Daerah (PPD) yang sejalan dengan amanat Pasal 12 Peraturan
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, maka dokumen RKPD Prov.
Sulsel Tahun 2023 disusun berorientasi pada substansi dengan menggunakan
pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang lebih dirinci
diuraikan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kab/kota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kerja Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 309);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun
2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Rancanngan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13;

Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen
perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka
panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5
(lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang
berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur,
dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan
dokumen perencanaan berskala daerah.

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 - 2026, Perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 -
2029, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2023, dan RPJMN Tahun
2020-2024.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar dibawabh ini:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
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PEMBANGUNAN RENJAK/L
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:
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DAERAH : : RENSTRA PD PROV.
(PROVINSI) | | |
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PERENCANAAN H
PERUBAHAN
PEMBANGUNAN RTRW L BE—
DAERAH PERUBAHAN PD- K/K
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Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi
dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan
internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun
internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2024
yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran
pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan
sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari
efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang
keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan suatu
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Sesuai
dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi
dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi
serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi, sebagai
landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Gubenur
dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan
antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:

Gambar 1.2
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

sl PERDA

dijadikan pedoman l

oo e
L =

dijabarkan ¢

dijadikan acuan ¢

PERGUB/PERBUP/ ‘
"""""" PERWALI

PERDA &
> PERGUB penjabaran

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai
berikut:

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Sulsel Tahun
2024-2026;

2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat
Daerah Tahun 2024;

3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan
kabupaten/kota tahun 2024; dan

4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024
serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2024.
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Adapun tujuan dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya
dalam pembangunan daerah;

2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;

3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparansi, responsive
dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;

5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan
pemerintahan daerah;

6. Mewujudkan pencapaian target dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, disusun dengan
mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3
Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian
ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun
rencana dalam periode dokumen RPD/RPJMD, keterkaitan antara dokumen
RKPD dengan dokumen RPD/RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang
dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala
nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan
hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.
Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan
dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika
mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab
serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; Bab ini menjelaskan Evaluasi
pelaksanaan RKPD yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu,
selain itu juga memperhatikan dokumen RPD/RPJMD dan dokumen RKPD
tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum
kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program
kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan
pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini
menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,
yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-
sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah.
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BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; Bab ini
memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan, arah pengembangan wilayah Provinsi Suawesi Selatan dan
sasaran pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan
secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab ini
menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP; Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan
dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
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BAB 11
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.11 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung
pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-
tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung
antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan
sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas
wilayah sekitar 45.704,16 KmZ dan secara administratif terbagi 21 wilayah
Kabupaten, dan 3 wilayah kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah
dengan wilayah terluas dengan luasan sebesar 7.518,71 Km?Z atau sebesar
16,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan Kota Parepare
merupakan daerah dengan wilayah terkecil dengan luasan sebesar 89,69 Km?2
atau 0,19 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0012’
Lintang Selatan -89 Lintang Selatan dan 116948’ Bujur Timur - 122936’ Bujur
Timur, dengan batas wilayah:

= Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
= Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

= Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi
Tenggara

= Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat
Makassar

Gambar II.1.
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
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Posisi geografis tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub
distribusi barang dan jasa dari dan ke timur-barat Indonesia wilayah
perdagangan dan jasa, karena posisi Sulawesi Selatan yang berbatasan
langsung dengan Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran
internasional, dan berfungsi sebagai titik simpul transportasi laut dan udara
yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian
dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
yang menetapkan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45.330,55
Km? atau seluas 4.533.055 Hektar dengan jumlah penduduk sebesar 9.255.930
jiwa.

Tabel I1.1.

Data Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Luas Wilayah Jumlah

Kabupaten/Kota

Penduduk
(Jiwa)

1 Kepulauan Selayar 1.160,36 2,56 140.595
2 Bulukumba 1.175,53 2,59 455.184
3 Bantaeng 390,97 0,86 202.482
4 Jeneponto 796 1,76 416.345
5 Takalar 555,43 1,23 315.636
6 Gowa 1.813 4 774.043
7 Sinjai 865,24 1,91 267.343
8 Maros 1.442,95 3,18 389.580
9 Pangkajene Kepulauan 888,91 1,96 352.949
10 | Barru 1.201,9 2,65 190.529
11 | Bone 4.567,36 10,08 813.771
12 | Soppeng 1.385,55 3,06 236.612
13 | Wajo 2.608,71 5,75 400.118
14 | Sidenreng Rappang 1.832,3 4,04 321.419
15 | Pinrang 1.896,58 4,18 409.089
16 | Enrekang 1.806,85 3,99 228.554
17 | Luwu 2.902,07 6,4 373.656
18 | Tana Toraja 2.043,62 4,51 270.984
19 | Luwu Utara 7.422,42 16,37 330.600
20 | Luwu Timur 6.745,92 14,88 306.082
21 Toraja Utara 1.289,13 2,84 255.743
22 | Makassar 176,85 0,39 1.463.809
23 Pare Pare 89,67 0 2 155.380
Palopo 273,24 183.427

Sulawesi Selatan 45.330,55 _ 9.255.930

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang
untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit
memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi
yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Kondisi topografi wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki permukaan yang bervariasi.
Provinsi Sulawesi Selatan membentang dari ketinggian antara 0-500 mdpl
berupa dataran rendah, 500-1000 mdpl merupakan dataran tinggi dan
ketinggian diatas 1000 mdpl merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan.
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Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan kemiringan 0-2% menempati luasan terbesar, dimana Kabupaten Wajo
mendominasi dalam tingkat kemiringan ini sebesar 203.225 Ha atau sekitar
15,27% dari total luasan dalam tingkat kemiringan 0-2% ini. Kemudian disusul
tingkat kemiringan 15-30% dengan dominasi luasan berada di Kabupaten
Luwu Utara sebesar 280.873 Ha atau sekitar 22,84% dari total luasan dalam
tingkat kemiringan 15-30%. Selanjutnya tingkat kemiringan 5-15% didominasi
oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 171.832 Ha atau 16,84%. Sementara
tingkat kemiringan 30- 40% menempati luasan terkecil.

Tabel I1.2.
Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan

Kemiringan Lereng Luasan

No- % . Ha | % |
1 0 - 2% 1.330.065,30 29,27
2 2-5% 406.193,15 8,94
3 5-15% 1.019.915,58 22,44
4 15-30% 1.229.223,73 27,05
5 30 -40% 264.084,14 5,81
6 > 40% 294.884,78 6,49

Sulawesi Selatan 4.554.366,68 100

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar I1.2.
Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan

PETA KEMIRINGAN LERENG
PROVINSI SULAWES| SELATAN

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi
dalam 7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 -
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300 mdpl seluas 2.176.516,80 Ha atau sebesar 47,89 persen dari luas wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan ketinggian lahan yang paling kecil luasan
wilayahnya adalah wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl seluas
20.600,07 Ha atau sebesar 0,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel I1.3.
Kondisi Topografi Provinsi Sulawesi Selatan

No. ‘ Elevasi (mdpl) Luas Wilayah

Ha %
1 -300 2.176.516,80 47,89
2 300 -500 521.673,90 11,48
3 500 - 1000 759.588,35 16,71
4 1000 -1500 574.747,71 12,65
5 1500 - 2000 355.551,01 7,82
6 2000 - 2500 135.688,83 2,99
7 > 2500 20.600,07 0,45

Sulawesi Selatan 4.554.366,68 100

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar IL.3.
Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan
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Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Kondisi hidrologi Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan
tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di wilayah ini. Kondisi hidrologi
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permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Provinsi Sulawesi
Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 73 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang
tersebar di 24 Kabupaten/kota, diantara DAS tersebut terdapat 2 DAS prioritas
dari 15 DAS prioritas nasional yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang. DAS
Saddang merupakan DAS terbesar di Sulawesi Selatan dengan luasan sekitar
649.320 Ha yang melintasi 11 wilayah Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros,
Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang,
Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Parepare.

Gambar I1.4.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan

neiove

Sumber : KLHS Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan pada
umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua
musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September
dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret.
Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis
iklim,yaitu: Tipe Iklim A, Tipe iklim ini dinotasikan sebagai iklim sangat basah
dengan curah hujan rata-rata pada iklim tipe A adalah 3500 - 4000 mm/tahun.
Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara,
Luwu Timur, dan Enrekang. Tipe iklim B, Tipe iklim ini dinyatakan sebagai
iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000 - 3500 mm/tahun. Wilayah
yang memiliki karakteristik iklim basah antara lain, yaitu: Kabupaten Tana
Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan
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Bantaeng. Tipe iklim C, Tipe ini merupakan tipe iklim agak basah, dengan
dengan curah hujan rata-rata 2500 - 3000 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke
dalam iklim C terdiri dari Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba,
Bantaeng, Barru, Pangkajene Kepulauan, Enrekang, Maros, Makassar,
Jeneponto, Sinjai, Gowa, Toraja Utara, Parepare, dan Kepulauan Selayar. Tipe
iklim D, Tipe iklim ini memiliki curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm/tahun.
Wilayah yang masuk ke dalam tipe iklim D meliputi Kabupaten Wajo, Bone,
Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Soppeng, Sinjai, Maros,Bulukumba,
Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkajene Kepulauan, dan Gowa. Tipe iklim E,
Tipe iklim ini merupakan iklim kering yang memiliki curah hujan rata-rata
antara 1500 - 2000 mm/tahun. Tipe iklim E terdapat di Kabupaten Maros,
Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Maros dengan curah hujan
rata-rata 2500 - 3000 mm/tahun.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis
sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke
utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap,
bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh gempa.
Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang
melewatinya dan berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten
Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis
sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Kota
Makassar menyebabkan daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten
Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan
terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022,
jumlah kejadian bencana di Sulawesi Selatan sebanyak 862 kejadian yang
terdiri dari: bencana angin kencang sejumlah 232 kejadian, kebakaran sejumlah
202 kejadian, gempa bumi sejumlah 135 kejadian, banjir sejumlah 104
kejadian, tanah longsor sejumlah 96 kejadian, puting beliung sejumlah 69
kejadian, abrasi sejumlah 10 kejadian, cuaca ekstrim sejumlah 8 kejadian, dan
banjir bandang sejumlah 5 kejadian, dan gelombang pasang sejumlah 1
kejadian. Tingkat kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menurut
kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11.4.
Kejadian Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Jumlah Kejadian

Kabupaten/ Gelomb
Kota eazm Tanah Banjir | Cuaca |GempalKebaka| Angin
8 Longsor | Bandang [Ekstrim| Bumi | ran |Kencang
Pasang
- 2 1 - 16 30

Kepulauan

Putting Abrasi
Beliung

1 |g 5 3 2
elayar
2 Bulukumba 2 1 1 1 7 8 6 1
3 Bantaeng 1 - 1 - 6 2 1 1
4 | Jeneponto 3 2 4 1 8 -
5 | Takalar 3 - 7 1 8 2
6 | Gowa - - 5 3 - - -
7 | Sinjai 3 12 1 8 -
8 Maros 3 1 2 4 5
9 | Pangkajene 2 2 2 10 27 3
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Jumlah Kejadian

Kabupaten/
Kota Tanah Banjir Gempa|Kebaka| Angin Putting Abrasi
Longsor i

dan

Kepulauan
10 | Barru 3 - 5 - 1 2 10 6 1 3
11 | Bone 3 - 7 - 1 7 34 20 15
12 | Soppeng 1 - - - - - 3 2 - -
13 | Wajo 9 - - - - - 11 26 1 1
14 | Sidenreng 6 . 3 . . - | 18 | 16 1 .

appang

15 | Pinrang 5 - 3 - 1 4 13 21 - 2
16 | Enrekang 6 - 13 3 1 1 14 11 1 -
17 | Luwu 15 - 6 - - 1 - 4 3 -
18 | Tana Toraja - - 17 - 1 - 9 10 6 -
19 | Luwu Utara 24 - 1 - - 6 14 8 2 -
20 | Luwu Timur 3 - 3 - 3 90 8 5 - -
21 | Toraja Utara - - 8 - - 3 5 4 3 -
22 Makassar 2 - - - - - 16 2 2 -

Parepare 2 3 2 -

Palopo 3 1 - 1

BT --n-n--n-

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi
Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yakni
angin kencang, kebakaran, dan gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Jika
diamati pada distribusi peta rawan banjir dan longsor, dapat dilihat gambaran
bahwa distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi pada daerah-daerah yang
relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten Luwu dan
Luwu Utara. Sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada
morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah
Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

mengatur penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi

dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk
memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya
dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi
bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola

ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada
RTRWK, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada Kabupaten/kota di

Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Tabel IL.5.
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten/ Risiko Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
Kota Bencana

Kota Makassar

Banjir

Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini,

Cuaca Ekstrim ) ¢ :
Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo

Tsunami

2 | Kota Parepare

Cuaca Ekstrim Kel. Kampung Pisang, Kel. Ujung Lare, Kel. Lakessi, Kel.
Kampung Baru, Kel. Watang Soreang, Kel. Ujung Bulu,
Kel. Tiro Sompe, Kel. Mallusetasi, Kel. Cappa Galung, dan

Kel. Ujung Sabbang.

Longsor

Kebakaran
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Gl Al Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
Kota Bencana
3 | Kota Palopo Banjir
Longsor
Kebakaran Kec. Telluwanua; Kec. Wara, Kec. Wa.ra Selatan, Kec. Wara
- Barat, Kec. Wara Utara, Kec. Mungkajang, Kec. Sendana
Kekeringan
Cuaca Ekstrim
4 | Barru Longsor
Banjir Kelurahan Lalolang, Sepe’E, Lompo Riaja, Desa Batupute,
Cuaca Ekstrim dan Desa Nepo
Kebakaran
5 | Soppeng Cuaca Ekstrim
Gempa Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo;
Baniir Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan
J Lilirilau; Desa Panincong di Kecamatan Marioriawa;
Longsor
6 Wajo Banjir Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo
Cuaca Ekstrim Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec. Sajoanging, dan
Gempa Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla
7 | Sidenreng Banjir
Rappang Cuaca Ekstrim Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw.
Bilokka, Kec. Panca Lautang
Gempa
8 | Enrekang Longsor
Cuaca Ekstrim | Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana;
Banir Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah,
J Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja
Kebakaran
9 Pinrang Longsor
Cuaca Ekstrim
” Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang
Banjir
Gempa
10 | Toraja Utara Longsor
Cuaca Ekstrim Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
Kebakaran
11 | Tana Toraja Longsor
Cuaca Ekstrim Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak;
Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo
Kebakaran
12 | Luwu Longsor Kec. Latimojong, Kec. Larompong, Kec. Larompong
Banjir Selatan, Kec. Bajo, Kec. Bajo Barat, Kec. Suli, Kec. Suli
C Ekstri Barat, Kec. Bastem, Kec. Bupon, Kec. Bua, Kec. Walenrang
uaca. strim Utata, Kec. Walenrang Barat, Kec. Belopa, Kec. Belopa
Abrasi Utara, Kec. Kamanre, Kec. Ponrang, Kec. Ponrang Selatan,
Kec. Walenrang Timur, Kec. Lamasi Timur, Kec.
Bassesangtempe, Kec. Bassesangtempe Utara
13 | Luwu Utara Banjir Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di
Cuaca Ekstrim Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan
Baebunta;
14 | Luwu Timur Kekeringan
Banjir Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo,
Longsor Kalaena dan Wawondula
Gempa Bumi
15 | Gowa Longsor
Banjir Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec.
Cuaca EKstrim Blrlr}g Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-
Buki Kec. Tombolo Pao
Kekeringan
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Halboyiaticny il Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
Kota Bencana
16 | Takalar Tsunami Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan;
Banjir Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec.
Cuaca Ekstrim Mangarabombang
17 | Bantaeng Longsor
Banjir Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu,
C ERStr] Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke;
uaca bxstim Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
Kekeringan
18 | Bulukumba Banjir
Cuaca Ekstrim Kawasan Tanah Be.ru, Kec. Bontobahari; Kawasan
Palampang, Kec. Rilau Ale
Kekeringan
19 | Sinjai Longsor
Banjir Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec.
Cuaca Ekstrim Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan
Kekeringan
20 | Bone Banjir Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale;
Cuaca Ekstrim | Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw.
Kebakaran Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge
21 | Maros Longsor
Banjir Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw.
Cuaca Ekstrim Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa
Kekeringan
22 gangé(a]e?e Banjir Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec.
an fepuiauan | Cuyaca Ekstrim | Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio,
Kekeringan Kalabbirang, Kec. Minasa Te’ne
23 | Jeneponto Banjir
Cuaca EKstrim Kec. Bangkala, Kec. Bangkala Barat, Kec. Binamu., Kec.
- - Arungkeke, Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec.
AnSm Putting Turatea; Kec. Kelara, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba,
Beliung Kec. Bontoramba
Kekeringan
24 | Kepulauan Longsor
Selayar I
4 Banjir Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec.
Tsunami Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki
Kebakaran

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan

mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi
Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun
2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan
memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang
produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan
kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.
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RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pendekatan pengembangan
wilayah melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan
pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor
pertumbuhan dan koridor pemerataan. Koridor pertumbuhan berorientasi
untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan
pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi 2 Kabupaten dan 1
Kota yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa serta Kota Makassar yang
berada pada Pusat kegiatan Nasional (PKN); 2 Kabupaten dan 1 kota yang
berada pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kabupaten Barru dan
kabupaten Pangkep serta Kota Palopo; dan 5 Kabupaten yang berda pada Pusat
Kegiatan Lokal yaitu Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Pinrang, Wajo,
dan Soppeng. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan
pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW yang berada
pada Kabupaten Bone dan Bulukumba, serta pengembangan PKL yang berada
di Kabupaten Tana Toraja. Toraja Utara dan Sinjai. Sehingga melalui koridor
pengembangan diharapkan terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang
menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada
koridor pemerataan.

Gambar IL5.
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
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RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan
wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis
memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan
Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi
lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. Pembagian
pemanfaatan ruang dalam beberapa kawasan sebagaimana terbuat dalam
RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah
menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk
pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi
pengembangan komoditas tanaman padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone,
Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu
Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten
Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng,
Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan
komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur,
Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba,
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo;
sementara lokasi pengembangan komoditas kedelai yaitu di Kabupaten
Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Bone, Soppeng, dan Wajo; dan lokasi
pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan
Kabupaten Maros.

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura di arahkan, sebagai
berikut:

e bawang merah pada Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto,
dan Takalar;

e tanaman cabai pada Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan
Takalar;

e tanaman jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene
Kepulauan;

e perkebunan tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;

e perkebunan kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;

e perkebunan kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu
Utara, Luwu, dan Bulukumba;

e komoditas perkebunan lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu
Timur;

e komoditas perkebunan cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone
dan Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi
Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten
Bulukumba, Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng
Rappang, Wajo, Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan
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komoditas peternakan sapi perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi
pengembangan komoditas ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di
Sulawesi Selatan sebagai kontibutor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi
Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka
penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di
Sulawesi Selatan. Untuk itu dalam RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan
keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24
Kabupaten/kota dengan luasan 594.367 Hektar yang tersebar seluruh wilayah
kabupaten/kota, kecuali Kota Makassar yang terdiri dari lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan.

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan Kkelautan termasuk di dalamnya
perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal
utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan
di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan
tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai
tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung
target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan
dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai
meliputi perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa dan Teluk Bone.
Sedangkan perikanan budidaya berupa budidaya laut dan budidaya payau
tersebar di wilayah perairan kabupaten/kota yaitu Bantaeng, Jeneponto,
Bulukumba, Pangkep, Barru, Palopo, Luwu, Sinjai, Luwu Timur, Makassar, Luwu
Utara, Pinrang, Selayar, Takalar, Wajo, Bone, dan Maros.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan
peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di
Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone,
Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan
kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten
Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene
Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman
dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan
pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene
Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang
membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan
tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang
dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang
menetapkan kawasan industri yang meliputi Kawasan peruntukan industri
yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang,
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Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar,
Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten
Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten
Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional
dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai
tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusf
dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada
peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari
perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah
pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam;
wisata budaya dan wisata buatan.

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam,
buatan, maupun budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan
kawasan wisata di laut. Arahan pengembangan potensi pariwisata Sulawesi
Selatan yang berada dalam kawasan strategis provinsi (KSP) untuk
kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi a). Kawasan Eduwisata Pucak di
Kabupaten Maros; b). Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; c).
Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru; d). Kawasan agrowisata
Enrekang di Kabupaten Enrekang; e). Kawasan agrowisata Bone-Wajo ; f).
Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan selayar;
dan g) Kawasan Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya. Sedangkan KSP
untuk kepentingan sosial budaya khususnya kawasan wisata budaya dan
agrowisata berada pada Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara
dan taman miniatur Sulawesi Selatan dan KSP dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 64). Pengembangan wisata laut di
Provinsi Sulawesi Selatan tersebar pada kabupaten dan kota yang berada pada
wilayah Perairan Selat Makassar, Teluk Pare-Pare, Laut Flores dan Teluk Bone
dengan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk usaha wisata edukasi,
usaha wisata dayung, usaha wisata selam, usaha kegiatan hiburan dan rekreasi,
usaha jasa perjalanan wisata, usaha wisata snorkeling, usaha wisata tontonan,
usaha wisata berenang, dan usaha wisata alam perairan.

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata
Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi
sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi,
pusat jasa pemerintahan Kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik
berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan
Mamminasata yang terdiri atas: a. seluruh Wilayah Kota Makassar; b. seluruh
Wilayah Kabupaten Takalar; c. sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang
mencakup 11 (sebelas) Wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu,
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Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng,
Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju,
Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan
Kecamatan Bontonompo Selatan; dan d. sebagian Wilayah Kabupaten Maros
yang mencakup 12 (dua belas) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros
Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan
Moncong Loe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili,
Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan
Kecamatan Cenrana. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : a) Kawasan
Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan; b) Kawasan
Perkotaan Jeneponto Kabupaten Jeneponto; c) Kota Palopo; d) Kawasan
Perkotaan Watampone Kabupaten Bone; e) Kawasan Perkotaan Bulukumba
Kabupaten Bulukumba; f) Kawasan Perkotaan Barru Kabupaten Barru; dan g)
Kota Pare Pare.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bantaeng
sebagai ibu kota Kabupaten Bantaeng; b. Kawasan Perkotaan Enrekang sebagai
ibu kota Kabupaten Enrekang; c. Kawasan Perkotaan Masamba sebagai ibu kota
Kabupaten Luwu Utara; d. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibu kota
Kabupaten Luwu; e. Kawasan Perkotaan Malili sebagai ibu kota Kabupaten
Luwu Timur; f. Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai ibu kota Kabupaten
Pinrang; g. Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten
Sidenreng Rappang; h. Kawasan Perkotaan Benteng sebagai ibu kota Kabupaten
Kepulauan Selayar; i. Kawasan Perkotaan Sinjai sebagai ibu kota Kabupaten
Sinjai; j. Kawasan Perkotaan Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten
Soppeng; k. Kawasan Perkotaan Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tana
Toraja; 1. Kawasan Perkotaan Rantepao sebagai ibu kota Kabupaten Toraja
Utara; m. Kawasan Perkotaan Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo; n.
Kawasan Perkotaan Siwa Kabupaten Wajo; o. Kawasan Perkotaan Batusitanduk
Kabupaten Luwu; dan p. Kawasan Perkotaan Palattae Kabupaten Bone.

Tabel I11.6.
Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Sistem Perkotaan Nasional Sistem Pe.rl«_)taan
Kabupaten/ Provinsi

Kota Pusat lfeglatan Pusat.Keglatan Pusat Kegiatan Lokal
Nasional Wilayah

1 | Kepulauan Kawasan Perkotaan
Selayar Benteng.

Sektor unggulan agrion
dustri dan perikanan

2 Bulukumba Kawasan Perkotaan
Bulukumba.

Sektor unggulan
Agroindustri,
Pertanian, Pariwisata
dan Perikanan

3 Bantaeng Kawasan Perkotaan
Bantaeng.

Sektor unggulan
perdagangan dan jasa

4 | Jeneponto Kawasan Perkotaan
Jeneponto.

Sektor unggulan
Agroindustri,
Perikanan, Pertanian
dan Pariwisata
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Sistem Perkotaan Nasional

Sistem Perkotaan
Provinsi

Kota Pusat Kegiatan Pusat Kegiatan ]
Kawasan Perkotaan
Mamminasata.
Sektor unggulan
Perdagangan dan
Jasa
6 Gowa Kawasan Perkotaan
Mamminasata.
Sektor unggulan
Perdagangan dan
Jasa
7 Sinjai Kawasan Sinjai.
Sektor unggulan
perdagangan dan jasa
8 | Maros Kawasan Perkotaan
Mamminasata.
Sektor unggulan
Perdagangan dan
Jasa
9 | Pangkep Kawasan Perkotaan
Pangkejene.
Sektor unggulan
Agroindustri,
Perikanan dan
Pariwisata
10 | Barru Kawasan Perkotaan
Barru.
Sektor unggulan
Agroindustri,
perikanan, pertanian
dan perkebunan
11 | Bone Kawasan Perkotaan
Watampone.
Sektor unggulan
Agroindustri,
Perikanan dan
Pertanian
12 | Soppeng Kawasan Perkotaan
Watansoppeng.
Sektor unggulan
perdagangan dan jasa
13 | Wajo Kawasan Perkotaan
Sengkang. Sektor
unggulan perdagangan
dan jasa
Kawasan Perkotaan
Siwa Sektor Unggulan
14 | Sidrap Kawasan Perkotaan
Pangkajene.
Sektor unggulan
perdagangan dan jasa
15 | Pinrang Kawasan Perkotaan
Pinrang. Sektor
unggulan perdagangan
dan jasa
16 | Enrekang Kawasan Perkotaan
Enrekang. Sektor
unggulan pertanian dan
perdagangan dan jasa
17 | Luwu Kawasan Perkotaan
Batusitanduk. Sektor
unggulan perdagangan
dan jasa
Kawasan Perkotaan
Belopa Sektor Unggulan
18 | Tana Toraja Kawasan Perkotaan
Makale. Sektor
unggulan perdagangan
dan jasa dan pariwisata
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Sistem Perkotaan Nasional ST Pe.rk(_)taan
Kabupaten/ Provinsi

Kota Pusat Kegiatan Pusat Kegiatan ]

Luwu Utara Kawasan Perkotaan
Masamba. Sektor
unggulan Agropolitan
dan Agroindustri

20 | Luwu Timur Kawasan Perkotaan
Malili.

Sektor unggulan
agroindustri

21 | Toraja Utara Kawasan Perkotaan
Rantepao

Sektor Unggulan
Perdagangan dan Jasa

22 | Makassar Kawasan Perkotaan
Mamminasata.
Sektor unggulan
Perdagangan dan
Jasa

23 | Pare Pare Parepare.

Sektor unggulan
Agroindustri,
Perdagangan dan Jasa
24 | Palopo Palopo.

Sektor unggulan
Agroindustri,
Perkebunan,
Pertanian

Sumber : RTRWN dan Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan tren
peningkatan setiap tahun, dimana Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada
Tahun 2018 sebesar 8.748.052 jiwa meningkat menjadi 9.225.747 jiwa pada
Tahun 2022.

Tabel I1.7.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Laju

Jumlah Penduduk Pertumbuhan

Kabupaten/

Kota Penduduk per
2018 2019 2020 2021 Tahun (%)

1 | Kepulavan | 33315 | 134286 137.071 | 137.974 139.145 0,86
Selayar
2 | Bulukumba | 416.773 | 418.627 437.607 440.090 443.292 0,74
3 | Bantaeng 186.525 | 187.472 196.716 197.886 199.399 0,78
4 | Jeneponto 361.892 | 363.755 401.610 405.508 410.639 1,28
5 | Takalar 293.136 | 295.078 300.853 302.695 305.077 0,80
6 | Gowa 751.981 | 761.491 765.836 773.315 783.167 1,29
7 | Sinjai 242127 | 243.323 259.478 261.366 263.827 0,95
8 | Maros 348.682 | 351.649 391.774 396.924 403.774 1,74
Pangkajene
9 | dan 331.979 | 334.597 345.775 348.230 351.426 0,93
Kepulauan
10 | Barru 173357 | 173.965 184.452 185.525 186.910 0,76
11 | Bone 751.323 |  753.694 801.775 806.750 813.188 0,81
12 | Soppeng 228.153 | 228.686 235.167 235.574 236.049 0,21
13 | Wajo 400.262 402.323 379.079 379.396 379.706 0,09
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Laju
Jumlah Penduduk Pertumbuhan

Kota Penduduk per
Tahun (%)

Kabupaten/

14 | Sidenreng 296.684 | 298.842 319.990 323.194 327.416 1,32
Rappang

15 | Pinrang 374460 | 376.784 403.994 407.371 411.795 1,10

16 | Enrekang 205.254 | 206.881 225.172 227.520 230.622 1,38

17 | Luwu 360.537 | 363.754 365.608 367.454 369.820 0,66
Tana

18 . 234529 |  236.255 280.794 285.179 291.046 2,07
Toraja

19 | Luwu Utara | 310.744 | 313.264 322.919 325.052 327.820 0,86
Luwu

20 | 289.661 | 294.288 296.741 300.511 305.521 1,68
Timur
Toraja

21 : 231.686 | 233.603 261.086 264.145 268.198 1,55
Utara

22 | Makassar | 1.503.664 | 1.521.091 | 1.423.877 | 1.427.619 | 1.432.189 0,33

23 | Pare Pare 143.075 |  144.446 151.454 152.922 154.854 1,28
Palopo 178253 | 181.395 184.681 187.331 190.867 1,90

Sulawesi Selatan | 8.748.052 | 8.819.549 | 9.073.509 | 9.139.531 | 9.225.747 “

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sejak
tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,21 persen
dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2022 mencapai 2.113.231 rumah
tangga. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel I1.8.
Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Jumlah Rumah Tangga

No. Kota
1 | Kepulauan 33.713 34.050 34.196 34.490 34.752
Selayar
2 | Bulukumba 101.196 101.748 105.395 106.169 106.885
3 | Bantaeng 45.808 46.057 48.114 48.485 48.838
4 | Jeneponto 81.885 82.337 90.459 91.614 92.741
5 | Takalar 68.368 69.013 69.259 69.810 70.333
6 | Gowa 174.763 177.539 174.796 177.043 179.171
7 | Sinjai 54.053 54.376 57.301 57.845 58.317
8 | Maros 77.851 78.586 86.636 88.145 89.628
9 | Pangkajene dan 74.390 75.025 76.965 77.678 78.354
Kepulauan
10 | Barru 41.273 41.440 43.724 44.054 44.373
11 | Bone 170.461 171.296 180.185 181.639 182.982
12 | Soppeng 56.938 56.994 58.879 59.001 59.090
13 | Wajo 95.202 95.443 90.581 90.660 90.662
14 | Sidenreng 70.576 71.248 75.141 76.131 77.101
Rappang
15 | Pinrang 87.152 87.742 93.409 94.434 95.391
16 | Enrekang 45.823 46.172 50.164 50.853 51.538
17 | Luwu 78.069 78.682 79.284 79.801 80.302
18 | Tana Toraja 53.100 53.370 63.837 65.163 66.527
19 | Luwu Utara 72.714 73.279 75.480 76.130 76.779
20 | Luwu Timur 67.941 69.294 68.382 69.533 70.701
21 | Toraja Utara 49.793 50.100 56.315 57.186 58.054
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Jumlah Rumah Tangga

Kabupaten/
Kota
22 | Makassar 341.460 345.653 322.223 323.275 324.310
23 Pare Pare 32.100 32.428 33.717 34.146 34.578
Palopo 39.444 40.303 40.257 41.023 41.824

Sulawesi Selatan 2.014.073 | 2.032.175 2.074.699| 2.094.308 | 2.113.231

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin
menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 berdasarkan data yang bersumber
dari Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai sebesar
98,73 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki per 100
penduduk perempuan.

Tabel I1.9.

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Tahun 2022

No Kabupaten/ S A R
Kota . . otal Jumla asio Jenis
1 | Kepulauan Selayar 69.362 71.519 140.881 96,98
2 | Bulukumba 226.575 237.406 463.981 95,43
3 | Bantaeng 101.746 104.448 206.194 97,41
4 | Jeneponto 206.124 210.390 416.514 97,97
5 | Takalar 156.184 163.532 319.716 95,51
6 | Gowa 390.060 397.857 787.917 98,04
7 | Sinjai 133.402 135.912 269.314 98,15
8 | Maros 195.360 196.129 391.489 99,61
9 | Pangkajene dan 173.201 179.897 353.098 96,28
Kepulauan

10 | Barru 94.251 97.644 191.895 96,52
11 | Bone 397.186 416.920 814.106 95,27
12 | Soppeng 115.860 124.389 240.249 93,14
13 | Wajo 195.372 206.694 402.066 94,52
14 | Sidenreng Rappang 158.642 162.973 321.615 97,34
15 | Pinrang 202.875 208.517 411.392 97,29
16 | Enrekang 116.254 112.462 228.716 103,37
17 | Luwu 188.635 186.846 375.481 100,96
18 | Tana Toraja 135.762 128.152 263.914 105,94
19 | Luwu Utara 167.054 163.680 330.734 102,06
20 | Luwu Timur 159.043 149.487 308.530 106,39
21 | Toraja Utara 131.022 126.517 257.539 103,56
22 | Makassar 727.938 736.463 1.464.401 98,84
23 Pare Pare 78.321 79.121 157.442 98,99
Palopo 91.793 91.768 183.561 100,03

Sulawesi Selatan 4.612.022 | 4.688.723 | 9.300.745 98,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2023

2.2.
2.2.1.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk

melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami tren
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penurunan. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan
mencapai 7,04 persen, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun
2020 yaitu sebesar -0,71 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan
yang terendah bagi Sulawesi Selatan. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak
akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh
sebesar 4,64 persen pada tahun 2021, mencapai target yang ditetapan sebesar
4,10-5,5 persen. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya pemulihan ekonomi
secara signifikan dalam masa pandemic covid-19. Ekonomi Sulawesi Selatan
Kumulatif selama tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan
sebesar 5,09 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami
pertumbuhan sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan Positif terjadi pada seluruh
lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi
adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen diikuti Penyediaan
Akomodasi Makan Minum sebesar 17,74 persen; Pengadaan Listrik dan Gas
sebesar 14,69 persen; Jasa Perusahaan sebesar 14,16 persen. Dibandingkan
dengan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan lebih
baik sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang
mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

Tabel 11.10.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Sulawesi Selatan % 7,04 6,91 -0,71 4,64 5,09
Nasional % 5,17 5,02 -2,07 3,7 5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023
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